
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian

pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah

daerah Kabupaten Kuningan telah menetapkan UPTD

(Unit Pelaksana Teknis Dinas) Puskesmas sebagai PPK

BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah);

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 64 ayat (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah, untuk

kelancaran serta tertibnya manajemen maupun

administrasi pelaksanaan kegiatan diperlukan Pedoman

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah di UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)

Pusat Kesehatan Masyarakat ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan

Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten

Kuningan;
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Pemerin tahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2012;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2020;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 93 Tahun 2019

Tentang Pembentukan, tugas dan Fungsi Unit Pelaksana

Teknis Dinas Pada Dinas dan Badan di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kuningan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;

2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
,-------- 5. Undang-U ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah

1.Mengingat



penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kuningan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Kuningan.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya

disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan pemerintah

daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah

Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut

PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai kewenangan

sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pengelolaan APBD

dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

7. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang selanjutnya

unsursebagai2. Pemerintah Daerah adalah Bupati

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT

KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS

KESEHATANKABUPATENKUNINGAN.

14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 164 Tahun 2021

tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan

Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022

tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kuningan;

16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 43 Tahun 2022

tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan

Masyarakat Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten

Kuningan;

Menetapkan



menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam

rangka Penyusunan APBDyang anggotanya terdiri dari pejabat

Perencanaan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) dan pejabat lainnya sesuai dengan

kebutuhan.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Kuningan.

10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya

kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih

mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah

kerjanya.

11. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut

BLUD adalah Puskesmas Kabupaten Kuningan yang

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

12. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat

PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang

memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk

menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan

pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

13. Pejabat Pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang

bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang

terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis

yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang

berlaku pada BLUDyang bersangkutan.

14. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan

tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam

periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar

kembali.

oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugasdipimpin

disingkat BPKADadalah Kepala BPKADyang mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai

Bendahara Umum Daerah.

8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat

TAPDadalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan



15. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun

anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh BLUD.

16. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang

bersumber dari penerimaan pinjaman jangka pendek,

penerimaan pinjaman jangka panjang dan penerimaan kembali

pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan

investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

17. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran untuk

pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka

panjang, pemberian pmjaman dan pembentukan dana

cadangan.

18.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas

dana lancar untuk memperoleh barang dan Zatau jasa untuk

keperluan operasional BLUD.

19. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima BLUD

dan/ atau sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya

berdasarkan peraturan perundang- undangan atau akibat

lainnya yang sah.

20. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa Ialu

berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau

berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD.

21. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat

ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan

BLUDdalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

22. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan·

peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau

setara kas diterima atau dibayar.

23. Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang

BLUD yang dibuka oleh Pimpinan BLUD pada bank umum

untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan

pembayaran pengeluaran BLUD.

24. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA

adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran Tahunan

yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran

BLUD.



25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat

DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan

pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penarikan dana

dari APBD dan pengesahan pendapatan dan biaya,

pembiayaan BLUD.

26. Daftar Pelaksanan Perubahan Anggaran yang selanjutnya

disingkat menjadi DPPA adalah dokumen yang memuat

pendapatan dan belanja setiap SKPDyang digunakan sebagai

dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran

27. Rencana Kerja dan Anggaran SKPDyang selanjutnya disingkat

RKA-SKPDadalah dokumen perencanaan dan penganggaran

yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan

kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar

penyusunan APBD.

28. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat Renstra

adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi,

program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah

kebijakan operasional BLUD.

29. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan ten tang jenis

dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib

daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara

minimal

30. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi

organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik

dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan

berkesinambungan.

31. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional

yang diterima BLUDyang berasal dari barang danjatau jasa

yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sarna dengan

pihak lain atau hasil usaha Iainnya.

32. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca

BLUD pada akhir satu tahun buku tertentu, dan merupakan

bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.

33. Tarif adalah imbalan atas barang danj atau jasa yang diberikan
oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi

dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian

biaya per unit layanan.

34. Besaran persentase arnbang batas adalah besaran persentase

perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan



Pasal 3

(1) RBAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)memuat :

a. Kinerja tahun berjalan;

b. Asumsi makro dan mikro;

c. Sasaran, target, dan kegiatan;

d. Perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan pendukung

pelayanan;

e. Perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung

pelayanan;

f. Anggaran pendapatan dan biayajpengeluaran;

g. Besaran persentase ambang batas;

h. Prognosa dan proyeksi laporan keuangan;

i. Perkiraan maju (forward estimate);
J. Rencana pengeluaran investasijmodal; dan

k. Ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi jkonsolidasi

dengan Rancangan Peraturan Daerah ten tang APBDj RKA­

SKPD.

(2) Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

a. hasil kegiatan usaha;

b. faktor yang mempengaruhi kinerja;

c. perbandingan RBAtahun berjalan dengan realisasi;

d. laporan keuangan tahun berjalan; dan

BABII

TATACARAPENYUSUNANRENCANABISNISDANANGGARAN

Pasal 2

(1) BLUD menyusun RBA yang berpedoman kepada Rencana

Strategis Dinas Kesehatan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD).

(2) Penyusunan RBAsebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun

berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan

akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan

dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima

dari jasa layanan, hibah, kerja sama, APBD,APBN,dan lain-lain

pendapatan BLUDyang sah.

operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan

mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.



BABIV

INTEGRASI/KONSOLIDASIRBADENGANRKA-SKPDDAN

RANCANGANPERATURANDAERAHTENTANGAPBD

Pasal 11

Untuk keperluan integrasi/konsolidasi, seluruh sumber dan alokasi

biaya dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam APBD,

dengan menggunakan basis kas.

Pasal 10

Format DPA-BLUDdan DPPA-BLUDtercantum dalam Lampiran II.a

dan Il.b Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Badan Layanan Umum Daerah

Pasal9

(1) RBA Definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipakai

sebagai dasar Pemimpin BLUDuntuk menyusun rancangan DPA­

BLUD.

(2) Rancangan DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mencakup an tara lain:

a. Pendapatan dan biayaypengeluaran;

b. Proyeksi arus kas;

c. Jumlah dan kualitas barang dan atau jasa yang akan

dihasilkan; dan

d. Besaran persentase ambang batas.

(3) Rancangan DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disampaikan kepada Kepala Dinas untuk disahkan.

(4) Dinas Kesehatan menyusun rekapitulasi DPA-BLUD untuk

disahkan oleh BPKAD.

Pasal 8

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,

pemimpin BLUD melakukan penyesuaian RBA untuk ditetapkan

menjadi RBAdefinitif.

Pasal 7

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disampaikan kepada BPKADuntuk

dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.



Pasal 14

(1) Format Pengesahan Laporan Pendapatan BLUD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) tercantum dalam Lampiran

IV.a Peraturan Bupati ini.

(2) Format SPTJ untuk Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV.b

Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Pemimpin BLUD menetapkan bendahara penerimaan dan

bendahara pengeluaran BLUD guna melaksanakan fungsi

perbendaharaan untuk pendapatan BLUD.

(2) Seluruh pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan,

hibah, kerjasama dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

(3) Pemimpin BLUD melaporkan setiap bulan pendapatan kepada

PPKD melalui Kepala Dinas dan setiap triwulan mengesahkan

laporannya kepada BPKAD melalui Kepala Dinas, dengan

melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) untuk

pendapatan BLUD.

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Paragraf 1

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Bersumber dari Jasa Layanan,

Hibah, Kerjasama dan Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum

Daerah yang Sah

BABV

PELAKSANAANANGGARAN

Pasal 12

Format tata cara integrasi/konsolidasi RBA dengan Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD/RKA-SKPD tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.



BABIII

MEKANISMEPENGAJUANDANPENETAPAN

RENCANABISNISANGGARANDANDOKUMENPELAKSANAAN

ANGGARAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Rencana Bisnis Anggaran

Pasal 6

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),

disampaikan kepada BPKADmelalui Dinas Kesehatan.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh BPKAD

disampaikan kepada TAPDuntuk dilakukan penelaahan.

Pasal5

Muatan dan sistematika RBA serta format RBA tercantum dalam

Lampiran La dan Lampiran Lb Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dan

ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai

RKA.

(10) Perkiraan Maju (forward estimates) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf i merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk

tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna

memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah

disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun

beriku tnya.

(11) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf j merupakan rencana pengeluaran dana

untuk memperoleh aset tetap.

(12) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi

dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/RKA-SKPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan

ringkasan pendapatan dan biaya yang disesuaikan dengan format

RKA-SKPD/ APBD.

operasional, neraca, dan laporan arus kas.



anggaran.

(6) Perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung

pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

merupakan perkiraan biaya yang dikeluarkan guna memberikan

pelayanan dan pendukung pelayanan setelah memperhitungkan

seluruh komponen biaya dan volume barang atau jasa yang akan

dihasilkan.

(7) Anggaran pendapatan dan biayajpengeluaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran

pendapatan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan tahunan

yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana

pendapatan dan biaya yang terdiri atas :

a. Rencana anggaran pendapatan meliputi :

1. Pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang

diberikan kepada masyarakat;

2. Hibah tidak terikat dan atau hibah terikat yang diperoleh

dari masyarakat atau badan lain;

3. Hasil kerja sarna BLUDdengan pihak lain;

4. Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD;

estimasi penerimaan sesuai pelayanan dan

pelayanan yang diberikan dalam satu tahun

merupakan

pendukung

e. hal-hal lain yang perlu ditindak lanjuti sehubungan dengan

pencapaian kinerja tahun berjalan.

(3) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

a. Tingkat inflasi;

b. Pertumbuhan ekonomi;

c. Nilai kurs;

d. Tarif; dan

e. Volume pelayanan.

(4) Sasaran, target dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf c meliputi:

a. sasaran pencapaian kinerja pelayanan, basis kinerja dan

perhitungan akuntansi biaya menurutjenis layanannya;

b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan; dan

c. seluruh program, kegiatan dan anggaran pendapatan dan

belanja.

(5) Perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan pendukung

pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d



5. Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN;dan

6. Lain-lain pendapatan BLUDyang sah, yang terdiri dari hasil

penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, hasil

pemanfaatan kekayaan, jasa giro, pendapatan bunga,

keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang

asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat

penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh

BLUDdan hasil investasi.

b. Rencana biaya Zpengeluaran meliputi :

1. Belanja pegawai;

2. Belanja barang yang terbagi menjadi :

a) Belanja barang merupakan belanja barang yang

bersumber dari APBD/APBN;dan

b) Belanja barang BLUD merupakan belanja barang yang

bersumber dari Pendapatan BLUDdiluar APBD/ APBNdan

hibah yang terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan,

Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan,

Belanja Perjalan an , dan Belanja Penyediaan Barang dan

Jasa BLUD Lainnya yang berasal dari Pendapatan BLUD

diluar dari APBD/ APBN,termasuk Belanja Pengembangan

SDM.

3. Belanja Modal yang terbagi menjadi :

a) Belanja modal merupakan belanja modal yang bersumber

dari APBD/ APBNyang terdiri dari Belanja Modal Tanah,

Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan,

irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Fisik Lainnya; dan

b) Belanja modal BLUD, merupakan belanja modal yang

bersumber pada pendapatan BLUD diluar APBD/ APBN

dan hibah yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja

Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, mgasi

dan Jaringan dan Belanja Modal Fisik Lainnya.

(8) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf g merupakan besaran persentase perubahan

anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang

diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan

fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

(9) Prognosa dan Proyeksi Laporan Keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan perkiraan realisasi

keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan



Bagian Kesatu

Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Rencana Bisnis Anggaran

Pasal 6

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),

disampaikan kepada BPKADmelalui Dinas Kesehatan.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh BPKAD

disampaikan kepada TAPDuntuk dilakukan penelaahan.

BABIII

MEKANISMEPENGAJUANDANPENETAPAN

RENCANABISNIS ANGGARANDANDOKUMENPELAKSANAAN

ANGGARAN

Pasa15

Muatan dan sistematika RBA serta format RBA tercantum dalam

Lampiran La dan Lampiran Lb Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dan

ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai

RKA.

(10) Perkiraan Maju (fonuard estimates) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf i merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk

tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna

memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah

disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun

berikutnya.

(11) Rencana pengeluaran investasr/modal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf j merupakan rencana pengeluaran dana

untuk memperoleh aset tetap.

(12) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/Iconsolidasi

dengan Rancangan Peraturan Daerah ten tang APBD/RKA-SKPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan

ringkasan pendapatan dan biaya yang disesuaikan dengan format

RKA-SKPD/ APBD.



BABIV

INTEGRASI/KONSOLIDASIRBADENGANRKA-SKPDDAN

RANCANGANPERATURANDAERAHTENTANGAPBD

Pasal 11

Untuk keperluan integrasi/konsolidasi, seluruh sumber dan alokasi

biaya dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam APBD,

dengan menggunakan basis kas.

Pasal 10

Format DPA-BLUDdan DPPA-BLUDtercantum dalam Lampiran lI.a

dan II.b Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Badan Layanan Umum Daerah

Pasal9

(1) RBA Definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipakai

sebagai dasar Pemimpin BLUDuntuk menyusun rancangan DPA­

BLUD.

(2) Rancangan DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mencakup an tara lain:

a. Pendapatan dan biaya Zpengeluaran;

b. Proyeksi arus kas;

c. Jumlah dan kualitas barang dan atau jasa yang akan

dihasilkan; dan

d. Besaran persentase ambang batas.

(3) Rancangan DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disampaikan kepada Kepala Dinas untuk disahkan.

(4) Dinas Kesehatan menyusun rekapitulasi DPA-BLUD untuk

disahkan oleh BPKAD.

Pasal 8

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,

pemimpin BLUD melakukan penyesuaian RBA untuk ditetapkan

menjadi RBAdefinitif.

Pasal 7

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disampaikan kepada BPKADuntuk

dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.



Pasal 14

(1) Format Pengesahan Laporan Pendapatan BLUD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) tercantum dalam Lampiran

IV.a Peraturan Bupati ini.

(2) Format SPTJ untuk Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV.b

Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Pemimpin BLUD menetapkan bendahara penerimaan dan

bendahara pengeluaran BLUD guna melaksanakan fungsi

perbendaharaan untuk pendapatan BLUD.

(2) Seluruh pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan,

hibah, kerjasama dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

(3) Pemimpin BLUD melaporkan setiap bulan pendapatan kepada

PPKD melalui Kepala Dinas dan setiap triwulan mengesahkan

laporannya kepada BPKAD melalui Kepala Dinas, dengan

melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) untuk

pendapatan BLUD.

BABV

PELAKSANAANANGGARAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Paragraf 1

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Bersumber dari Jasa Layanan,

Hibah, Kerjasama dan Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum

Daerah yang Sah

Pasal 12

Format tata cara integrasi/konsolidasi RBA dengan Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD/RKA-SKPD tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.



Pasal 17

(1) Pemimpin BLUD menetapkan Bendahara BLUD dalam rangka

membantu pelaksanaan pengelolaan BLUDdiketahui oleh Kepala

Dinas.

(2) Pemimpin BLUD mengusulkan Pejabat Teknis Pengelola

Keuangan dalam rangka membantu pelaksanaan pengelolaan

BLUD.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Anggaran Biaya/Pengeluaran

Paragraf 1

Pelaksanaan Anggaran Biaye./Pengeluaran yang Bersumber dari Jasa

Layanan, Hibah, Kerjasama, dan Lain-lain Pendapatan

Badan Layanan Umum Daerah yang Sah

Pasal 16

(1) Pemimpin BLUD menetapkan Bendahara Pengeluaran selaku

bendahara pengeluaran BLUD guna melaksanakan fungsi

Perbendaharaan untuk biaya BLUD.

(2) Seluruh Pelaksanaan Anggaran biayaypengeluaran yang

bersumber dari jasa layanan, pelaksanaannya dilakukan melalui

rekening kas BLUD.

(3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan alokasi biaya Zpengeluaran menurut

program dan kegiatan yang telah ditentukan.

(4) Pemimpin BLUD membuat rincian lebih lanjut dari anggaran

untuk keperluan pengendalian dan akuntabilitas.

Pasal 15

Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD/ APBN,

dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf2

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara



Pasal 20

(1) Format pengesahan laporan realisasi biaya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), tercan tum dalam Lampiran

IV.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

(2) Format SPMPengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV.d yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),

tercantum dalam Lampiran IV.e yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pemimpin BLUD yang didasarkan Surat Pernyataan Tanggung

Jawab (SPTJ).

(2) Laporan realisasi biaya sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1)

menjadi dasar penerbitan Surat Permintaan Pengesahan

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP)oleh kepala dinas

untuk disampaikan kepada BPKAD.

(3) Berdasarkan SP3BP sebagaimana dimaksud ayat (2) BPKAD

melakukan pengesahan dengan menerbitkan SP2BP.

mendapat

ada pada

(SPM) Pengesahan untuk

tanggung jawab material

Perintah Membayar

pengesahan, dengan

Pasal19

(1) Pemimpin BLVD setiap bulan melaporkan realisasi biaya kepada

BPKADmelalui Kepala Dinas dan setiap triwulan melaporkan

kepada BPKAD melalui Kepala Dinas dengan dilampiri Surat

Pasal18

(1) Pemimpin BLUD dapat mengubah atau memindahkan alokasi

biaya dalam rincian anggaran sesuai dengan peru bahan

kebutuhan layanan pada batas-batas jenis anggaran dalam DPA­

BLUD.

(2) Perubahan atau pemindahan alokasi biaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya dilaporkan kepada

PPKD melalui Dinas Kesehatan selanjutnya dituangkan dalam

perubahan RBA.

(3) Perubahan antar jenis belanja dilakukan melalui usulan

perubahan APBD.



BABVI

PELAPORANDANPERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Laporan Keuangan

Pasal 22

(1) Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan Standar

Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Asosiasi

Profesi Akuntan Indonesia.

(2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terdiri dari :

a. Laporan realisasi anggaran

b. Neraca;

c. Laporan operasional;

d. Laporan perubahan ekuitas; dan

e. Catatan atas laporan keuangan.

(3) Standar Akuntansi Keuangan (SAK)sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-

undangan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Anggaran Biaya yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara

Pasal 21

(1) Pelaksanaan anggaran biaya BLUD yang bersumber dari

APBN/APBDmenggunakan format DPA-BLUD.

(2) Mekanisme pencairan biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Format Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan (SP3BP) sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (2)

terdapat pada lampiran IV.f.

(5) Format SP2BP sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (3) terdapat

pada lampiran IV.g.



Pasal 24

(1) Format penyusunan Laporan Realisasai Anggaran (LRA)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a

tercantum dalam Lampiran V.a Peraturan Bupati ini.

(2) Format penyusunan Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran V.b Peraturan

Bupati ini.

(3) Format penyusunan laporan operasional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran V.C

Peraturan Bupati ini.

(4) Format penyusunan laporan perubahan ekuitas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, tercantum dalam

Lampiran V.d Peraturan Bupati ini.

(5) Format penjelasan catatan atas laporan keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e, tercantum dalam

Lampiran V.e Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

(1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22 ayat (2)huruf a, berisi laporan yang menyajikan perbandingan

an tara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi

pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada

awal tahun.

(2) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b,

menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan

ekuitas pada tanggal tertentu.

(3) Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat

(2) huruf c, berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya,

surplus atau defisit BLUDselama satu periode.

(4) Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22 ayat (2)huruf d, menyajikan informasi laporan keuangan yang

menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih

selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip

pengukuran tertentu yang dianut.

(5) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 ayat (2) huruf e, berisi penjelasan naratif atau rincian

dari angka yang tertera dalam laporan keuangan termasuk

didalamnya Laporan Kinerja.



Pasal 27

(1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLVDmenyelenggarakan:

a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;

b. pemungutan pendapatan atau tagihan;

c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;

d. pembayaran;

e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka

pendek;dan

f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh

dana tambahan.

(2) Pengelolaan kas BLVDdilaksanakan berdasarkan praktik bisnis

yang sehat.

(3) Penerimaan BLVDdisetorkan seluruhnya ke rekening kas BLVD
paling lambat 1 (satu) hari kerja dan dilaporkan kepada pejabat

keuangan BLVD.

(4) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

dibuka oleh pimpinan BLVDpada bank umum.

BABVII

PENGELOLAANKAS

Pasal 26

(1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber dari

jasa layanan, hibah, kerjasama dan lain-lain pendapatan BLVD

yang sah dilaksanakan melalui rekening kas BLVD.

(2) Penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD dilakukan

dengan menerbitkan SPM sesuai peraturan perundang-

undangan.

dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan pemerintah daerah.

diintegrasikan /selanjutnyauntukkesehatandinas

Pasal 25

(1) Setiap 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan BLVD wajib

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai SAK

yang terdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2),

disertai Laporan Kinerja, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah

periode pelaporan berakhir.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diintegrasikarr/ dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan



Bagian Kedua

Pengelolaan Piutang

Pasal 29

(1) Pemimpin BLUDharus mempertimbangkan keuangan BLUD

dan kemampuan penanggung piutang dalam memberikan

piutang kepada masyarakat atau pihak ketiga

(2) Pemberian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan jika memberikan nilai tambah pada BLUD.

(3) Pemberian Piutang tidak diperkenankan kepada Penanggung

Utang yang tidak mampu melunasi kecuali karen a alasan sosial

kemanusiaan dan/ atau peraturan perundang-undangan.

ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat

memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktik bisnis yang

sehat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Piutang yang berhubungan langsung dengan kegiatan BLUD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah piutang yang

timbul karena penyerahan barang/ jasa dalam rangka kegiatan

utama BLUD.

(5) Piutang yang berhubungan tidak langsung dengan kegiatan

BLUDsebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah piutang yang

timbul diluar kegiatan utama BLUD.

(1) Piutang BLUDadalah piutang daerah.

(2) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan

penyerahan barang, Jasa dan Iatau transaksi yang

berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan

BLUD.

(3) Piutang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien,

BABVIn

PENGELOLAANPIUTANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

(5) BLUD dapat memanfaatkan surplus kas jangka pendek

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dalam bentuk

investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan risiko

rendah.



Bagian Ketiga

Penghapusan Piutang

Paragraf 1

Penghapusan Piutang BLUDYang Tidak Berhasil Ditagih

Pasal 32

(1) Piutang BLUD yang tidak berhasil ditagih, dapat dihapuskan

secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan BLUD.

(2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan dengan penghapusan piutang BLUD dari

pembukuan BLUDtanpa menghapuskan hak tagih BLUD.

(3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan dengan penghapusan hak tagih BLUD.

(4) Penghapusan secara bersyarat dan / atau mutlak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan oleh BLUD

sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah mendapatkan

pertimbangan dari Kantor Pengelola Kekayaan Negara dan

Lelang.
(5) Penghapusan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

hanya dapat dilakukan setelah piutang BLUD diurus secara

optimal oleh Kantor Pengelola Kekayaan Negara dan Lelang

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

(1) BLUDmelaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh

tempo.

(2) Dalam melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi

penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.

(3) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang

sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati

dengan melampirkan bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 30

(1) Dalam memberikan piutang, BLUD dapat membuat perikatan

dan melakukan penatausahaan sesuai dengan praktik bisnis

yang sehat.

(2) Pemimpin BLUD membuat pedoman penatausahaan dan

akuntansi piutang.



Paragraf 3

Penghapusan Mutlak

Pasal 34

(1) Penghapusan secara mutlak, sepanjang menyangkut piutang

BLUD,ditetapkan:

a. Bupati, untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima

milyar rupiah) perpenanggung utang; dan

b. Dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah lebih dari

Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per penanggung

utang.

(2) Apabila piutang BLUD dalam satuan mata uang asing, nilai

piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara

dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kurs

Bank Indonesia yang berlaku 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat

pengajuan usul penghapusan.

Paragraf 2

Penghapusan Bersyarat

Pasal 33

(1) Piutang BLUDdapat dihapus secara bersyarat atau mutlak oleh

pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara

berjenjang.

(2) Penghapusan secara bersyarat, sepanjang menyangkut piutang

berdasarkan peraturan perundang-undangan, ditetapkan:

a. Bupati, untuk jumlah tidak melebihi Rp 5.000.000.000'- (lima

milyar rupiah) jumlah piutang yang dihapuskan; dan

b. dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah lebih dari Rp

5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

(3) Apabila penghapusan secara bersyarat piutang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat ditetapkan setelah

mendapat rekomendasi Kepala Dinas.

(4) Apabila piutang BLUDdalam mata uang asing, nilai piutang yang

dihapuskan secara bersyarat adalah nilai setara dengan nilai

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kurs Bank

Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat

penetapan penghapusan piutangj'pengajuan usul penghapusan.

(5) Penghapusan secara bersyarat atas piutang BLUD dari

pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan.



Bagian Kelima

Utang jangka Pendek

Pasal 37

(1) Utang jangka pendek merupakan utang yang jatuh temponya

tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Utang jangka pendek hanya dapat digunakan untuk memenuhi

kebutuhan belanja operasional dan keperluan menutup defisit

kas.

Bagian Keempat

Pengelolaan Utang BLUD

Pasal36

(1) BLUD dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan

operasional dan Zatau perikatan utang dengan pihak lain.

(2) Utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis,

transparan dan bertanggung jawab.

(3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang

jangka pendek atau utang jangka panjang.

(4) Perikatan utang jangka pendek atau utang jangka panjang

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh pejabat

yang berwenang secara berjenjang, berdasarkan nilai utang.

Pasal 35

Penghapusan terhadap piutang BLUD yang terjadi sebelum BLUD

ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan PPK-BLUD,

diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang Negara

bagi instansi pemerintah.

(3) Penghapusan secara mutlak atas piutang BLUD dilaksanakan

dengan ketentuan

a. Diajukan setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal

penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud;

dan

b. Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk

menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan

keterangan dari aparat /pejabat yang berwenang.



Bagian Keenam

Utang Jangka Panjang

Pasal 38

(1) Utang jangka panjang merupakan utang yang jatuh temponya

lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Utang jangka panjang hanya dapat digunakan untuk

pengeluaran belanja modal.

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah

pengeluaran yang diperlukan untuk program pengadaan aset

tetap yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan

palayanan BLUD.

(4) Utang jangka panjang terlebih dahulu wajib mendapat

persetujuan Bupati.

(5) Utangjangka panjang, dapat dilakukan dengan syarat :
a. Kegiatan yang dibiayai dengan utang jangka panjang telah

tercantum dalam Renstra BLUD;

b. Kegiatan yang akan dibiayai telah dinilai layak dari aspek

teknis maupun keuangan;

(3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk memberikan

manfaatjangka pendek.

(4) Utangjangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

dilakukan dengan syarat :

a. kegiatan yang akan dibiayai dengan utang jangka pendek,

meru pakan kegiatan operasional yang mendesak dan tidak

dapat ditunda;

b. kegiatan tersebut telah ada dalam RBA-BLUD dan tidak

dibiayai dari APBNjAPBD;

c. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi untuk

membiayai pengeluaran dimaksud;

d. jumlah utang jangka pendek yang masih ada ditambah

dengan jumlah utang jangka pendek yang akan ditarik tidak

melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan

BLUDdiluar APBD,APBN,dan hibah terikat; dan

e. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh pemberi utang.

(5) Mekanisme pengajuan utangjpinjaman jangka pendek diatur

dengan Peraturan Bupati.



. Bagian Ketujuh

Prosedur Pengajuan Utang

Pasal 39

(1) Pemimpin BLUD menetapkan rencana kebutuhan utang

berdasarkan usulan Pejabat keuangan BLUD.

(2) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagaimana

disebutkan dalam ayat (1), dilakukan berdasarkan prioritas

kegiatan BLUDyang tertuang dalam Renstra BLUD.

(3) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagai mana dimaksud

pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan :

a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;

b. kemampuan membayar utang;

c. batas maksimum kumulatif utang;

d. kemampuan penyerapan utang; dan

e. biaya utang.

(4) Rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), paling sedikit dilampiri dengan :

a. studi kelayakan kegiatan;

b. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;

c. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan

d. rencana pengembalian pokok utang dan pembayaran bunga.

(5) Pemimpin BLUDmengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai

dengan utang kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan

rekomendasi.

(6) Usulan kegiatan yang telah mendapat rekomendasi Kepala Dinas

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diusulkan kepada PPKD

untuk dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.

c. Jumlah utang yang masih ada ditambah dengan utang yang

akan ditarik tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari

jumlah pendapatan BLUD di luar APBD, APBN, dan hibah

terikat;

d. Rasio proyeksi kemampuan mengembalikan utang paling

sedikit 2,5 (dua koma lima) kali;

e. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian utang;

f. laporan keuangan telah diaudit satu tahun terakhir; dan

g. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pemberi utang.

(6) Persetujuan atas utang jangka panjang diberikan oleh Bupati

dengan persetujuan DPRD.



Bagian Kesembilan

Kewajiban Membayar Utang

Pasal 41

(1) BLUDwajib membayar pokok utang dan bunga yang telah jatuh

tempo.

(2) Kewajiban pembayaran utang BLUD yang jatuh tempo wajib

dianggarkan dalam RBA-BLUDdan dibayarkan pada tahun yang

bersangku tan.

(3) Dalam hal terjadi ketidak mampuan BLUD dalam membayar

kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah

Daerah mempunyai kewajiban mengambil alih pembayaran utang

tersebut.

(4) BLUDdapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari

utang setelah melakukan evaluasi dan mendapat persetujuan

sesuai jenjang kewenangan.

Bagian Kedelapan

Perjanjian Utang

Pasal 40

(1) Komitmen BLUDdengan calon pemberi utang dituangkan dalam

perjanjian utang.

(2) Perjanjian yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

dilakukan setelah persyaratan dan ketentuan utang telah

dipenuhi.

(3) Perjanjian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling

sedikit memuat :

a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian;

b. jumlah utang;

c. peruntukan utang;

d. persyaratan utang;

e. penyelesaian sengketa; dan

f. keadaan kahar tforcemajeun,



Pasal 44

(1) Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43 ayat (1),merupakan pendapatan BLUD.

(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai

RBA-BLUD.

Bagian Kedua

Investasi Jangka Pendek

Pasal 43

(1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera

dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas)

bulan atau kurang.

(2) Investasi jangka pendek dapat dilakukan dengan memanfaatkan

surplus kas jangka pendek.

(3) Karakteristik investasi jangka pendek adalah :

a. dapat segera dicairkan, diperjualbelikan;

b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan beresiko

rendah.

(4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1) antara

lain

a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua

belas) bulan dan/ atau yang dapat diperpanjang secara

otomatis;

b. pembelian surat utang negarajangka pendek ;dan

c. pembelian Sertifikat Bank Indonesia.

Pasal 42

(1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat

bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada

masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa

investasi jangka pendek dan/ atau investasi jangka panjang.

(3) BLUDdalam melakukan investasi harus atas persetujuan Dinas

Kesehatan.

Bagian Kesatu

Ketentuan Investasi

BABIX

INVESTASI



Pasal 47

(1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 antara lain:
a. kerjasama operasional;
b. kerjasama pelayanan;
c. sewa menyewa;
d. kerjasama bidang pendidikan; dan
e. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLVD.

(2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, merupakan perikatan antara BLUDdengan pihak lain,

melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara

bersama yang saling menguntungkan sesuai kesepakatan para

pihak.

menguntungkan.

salingdanhukumkepastiankeadilan,transparansi,

BABX

KERJASAMA

Pasal 46

(1) BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, ekonomis,

kesepakatan bersama, iktikad baik, persamaan kedudukan,

Bagian Ketiga

Investasi Jangka Panjang

Pasal 45

(1) BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali

atas persetujuan Bupati.

(2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

an tara lain:

a. penyewaan modal;

b. pemilikan obligasi untuk masajangka panjang; dan

c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

(3) Apabila BLUDmendirikan zmembeli badan usaha yang berbadan

hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah

Daerah.



Pasal 49

(1) Dalam rangka persiapan rancangan kerjasama BLUD dapat

meminta pendapat dan saran pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) yang membidangi kerjasama dan mendapat

persetujuan dari Kepala Dinas.

(2) Perjanjian kerjasama dibuat antara pemimpin BLUD dengan

pihak yang melakukan kerjasama dan disetujui oleh Kepala

Dinas.

Pasal 48

(1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)

merupakan pendapatan BLUD.

(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai

dengan RBA-BLUD.

(3) Kerjasama pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, merupakan perikatan an tara BLUDdengan pihak lain, melalui

pengelolaan manajemen dan proses pelayanan sesuai dengan hak

dan kewajiban para pihak.

(4) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

merupakan penyerahan hak penggunaarr/pemakaian barang

BLUDkepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa

uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu,

baik sekaligus maupun berkala.

(5) Kerjasama bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d, merupakan perikatan an tara BLUD dengan pihak

lain, melalui pengelolaan pendidikan dan praktik siswa secara

bersama yang saling menguntungkan sesuai kesepakatan para

pihak.

(6) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan

kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan Pendapatan

bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum

yang menjadi kewajiban BLUD.



Pasal 53

(1) Pengadaan barang danjatau jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

(2) Pelaksana pengadaan sebagaimana pada ayat (1) dapat

berbentuk pejabat pengadaan, panitia pengadaan atau unit

Pasal 52

(1) Pengadaan barang danjatau jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 ayat (1), berdasarkan ketentuan pengadaan barang

danj atau jasa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan disetujui

Bupati.

(2) Ketentuan pengadaan barang danj atau jasa yang ditetapkan

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dapat

menjamin ketersediaan barang danj atau jasa yang lebih

bermutu, lebih murah, proses pengadaan barang sederhana dan

cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk

mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan terhadap

pengadaan barang danj atau jasa yang bersumber dari :

a. jasa layanan;

b. hibah tidak terikat;

c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan

d. lain-lain pendapatan BLUDyang sah.

Pasal 51

(1) BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau

seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan

barang danjatau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 ayat (1) apabila terdapat alas an efektifitas danjatau

efisiensi.

BABXI

PENGADAANBARANGDANjATAUJASA

Pasal 50

(1) Pengadaan barang danjatau jasa pada BLUD dilaksanakan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengadaan barang danjatau jasa pada BLUD dilakukan

berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai praktek bisnis
yang sehat.



BAB XII

PENGELOLAAN BARANG

Pasal 54

(1) Barang inventaris milik BLUDdapat dialihkan kepada pihak lain

dan/ atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis

dengan cara dijual, ditukar dan/ atau dihibahkan.

(2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

merupakan barang habis pakai, barang untuk diolah atau dijual,

barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset

tetap.
(3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan

BLUD.

pengadaan yang dibentuk oleh pemimpin BLUD yang

ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan

barang dan Zatau jasa guna keperluan BLUD.

(3) Pelaksana pengadaan sebagaimana ayat dimaksud (2) terdiri dari

personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi

pekerjaan Zkegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang

diperlukan.

(4) Penunjukkan pelaksana pengadaan barang dilakukan dengan

prinsip- prinsip :

a. objektivitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek

integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses

dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk

mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya

tujuan pengadaan barang dan atau jasa ;

b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah

terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait

dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung

maupun tidak Iangsung;dan

c. saling uji (cross check), dalam hal berusaha memperoleh

informasi dari sumber yang berkompeten dapat dipercaya,

dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan

keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan

pelaksana pengadaan lain.



Pasal 56

(1) Tanah dan bangunan BLUD disertifikasi atas nama Pemerintah

Daerah.

(2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BLUD, dapat

dialihgunakan oleh Pemimpin BLUD dengan persetujuan Bupati

melalui persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 55

(1) BLUD tidak boleh mengalihkan dan Zatau menghapus aset tetap

kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.

(2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset

berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua

belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau

dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

(3) Kewenangan pengalihan dan /atau penghapusan aset tetap

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan

berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengalihan dan Zatau penghapusan aset tetap sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

(5) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

merupakan pendapatan BLUDdan diungkapkan secara memadai

dalam laporan keuangan BLUD.

(6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait

langsung dengan tugas dan fungsi BLUD harus mendapat

persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah atas usulan Kepala

Dinas.

,--_

(4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan

BLUD.



Pasal 60

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal (58), dapat diukur berdasarkan indikator kinerja

pelayanan berupa capaian cakupan Standar Pelayanan Minimal

(SPM).

Pasal 59

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58, dapat diukur berdasarkan tingkat

kemampuan BLUDdalam :

a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang

diberikan (rentabilitas);

b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);

c. memenuhi seluruh kewajibannya (soIvabiIitas); dan

d. kemampuan penerimaan darijasa layanan untuk membiayai

pengeluaran (costrecovery).

BABXIV

EVALUASIDANPENILAIANKINERJA

Pasal 58

(1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan paling sedikit

sekali setiap tahun oleh Kepala Dinas Kesehatan terhadap aspek

keuangan dan non keuangan.

(2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil

pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis

dan RBA.

BABXIII

PEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal 57

(1) Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dalam rangka

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan BLUD.

(2) Dalam melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan,

Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat

Daerah terkait.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), an tara lain dalam bentuk sosialisasi, supervisi, bimbingan

teknis, assistensi, pemantauan dan evaluasi.



(3) Sisa Kas Dana Kapitasi JKN pada akhir tahun anggaran berjalan

disetorkan ke Kas Daerah sebagai SiLPA (Sisa Lebih Perubahan

Anggaran) yang bisa dipergunakan untuk pengembangan saran a

dan prasarana UPTD Puskesmas di Tahun Anggaran berikutnya

dengan melalui mekanisme SP2D.

(4) Defisit yang terjadi pada BLUDdilaporkan kepada BPKADmelalui

Dinas Kesehatan, diperhitungkan untuk tahun anggaran

berikutnya.

BLUD.

mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran

disetarakan sebagian atau

Kepala Daerah denganPerintahatasseluruhnya

Pasal 63

(1) Surplus yang diperoleh dilaporkan kepada BPKADmelalui Kepala

Dinas, diperhitungkan dan dapat digunakan untuk tahun

anggaran berikutnya.

(2) Surplus yang diperoleh dapat

e. Bendahara penerimaan selaku bendahara penerimaan BLUD.

Pasal 62

(1) Untuk menciptakan pengendalian internal yang memadai,

fungsi-fungsi BLUDtidak boleh dirangkap.

(2) Fungsi-fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a. pemimpin BLUD;

b. pejabat keuangan;

c. pejabat teknis;

d. Bendahara pengeluaran selaku bendahara pengeluaran

BLUD;dan

BABXV

KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal 61

Kebijakan Penatausahaan Keuangan BLUD berupa Sistem

Penatausahaan Keuangan PPK-BLUD Puskemas ditetapkan oleh

Kepala Dinas.
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BABXVII

KETENTUANPENUTUP
Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kuningan.

BAB XVI

KETENTUANPERALIHAN

Pasal 64

(1) Pelaksanaan anggaran BLUD Tahun Anggaran 2022 masih
menggunakan RKA/DPA-SKPD.

(2) ApabiJa pendapatan yang berasal dan jasa layanan, hibah,

keIjasama dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah belum

dianggarkan dalam RKA/DPA-SKPDsebagaimana dimaksud pada
ayat (1J, dapat digunakan setelah pengesahan PPKD dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati ten tang Perubahan
Penjabaran APBD.



A. Gambaran Umum

B. Sejarah dan landasan hukum BLUD

C. Karakteristik kegiatarr/Iayanan BLUD

D. Budaya BLUD

E. Susunan Pejabat Pengelola

BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN BERJALAN DAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

1. Faktor Internal

2. Faktor EksternaI

B. Proses Penilaian Kinerja BLUD

1. Upaya Kesehatan Wajib (UKM)

2. Upaya Kesehatan Pengembangan (UKM)

3. Upaya Pengobatan (UKP)

4. Upaya Penunjang (UKP dan UKM)

5. Standard Pelayanan Minimal

C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLUD

D. Pendapatan Berdasarkan Jenis Layanan

E. Belanja Berdasarkan Jenis Layanan

Halaman Sampul

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar

Ringkasan Ekseku tif

Daftar lsi

BAB I PENDAHULUAN

SISTEMATlKA RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UPTD PUSKESMAS .

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UMUM DAERAH

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

KABUPATEN KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGANLAMPlRAN I

NOMOR

TENTANG
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H. Pendapatan dan Belanja Agregat

I. Biaya Layanan

J. Informasi LainyangPerlu Disampaikan
K. AmbangBatas Belanja BLUD

L. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja
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Bab II Kinerja Badan Layanan Umum Daerah Tahun Berjalan dan Rencana

Bisnis dan Anggaran Yang Dianggarkan, memuat:

1. Gambaran Kondisi Puskesmas

2. Kondisi Internal Puskesmas, berisi uraian mengenai kekutan dan kelemahan

dari kondisi pelayanan, keuangan, organisasi dan SDM serta saran a dan

prasarana Puskesmas sampai dengan saat penyusunan RBA.

3. Kondisi Eksternal Puskesmas, berisi uraian mengenai kondisi diluar

Kata Pengantar, memuat alasan pokok penyusunan RBAoleh pemimpin BLUD.

Ringkasan Eksekutif, memuat pokok-pokok substansi RBAyang disusun.

Daftar lsi, memuat urutan dan halaman dokumen RBAyang disusun.

Bab I Pendahuluan, memuat:

1. Gambaran Umum

2. Sejarah dan landasan hukum BLUD, berisi keterangan ringkas mengenai

landasan hukum keberadaan BLUD, sejarah berdirinya dan perkembangan

BLUD,serta peranannya bagi masyarakat.

+-, 3. Karakteristik kegiatarr/Iayanan BLUD, berisi keterangan ringkas mengenai

kegiatan /Iayanan BLUDterutama layanan yang menjadi unggulan BLUD.

4. Visi dan Misi BLUD,memuat visi dan misi BLUD.

5. Budaya BLUD, memuat nilai budaya kerja yang diterapkan dalam

melaksanakan tugas sehari-hari untuk mecapai visi dan misi yang telah

ditetapkan.

6. Susunan Pejabat Pengelola, memuat susunan dan nama pejabat pengelola

serta uraian tugas.

Lembar Pengesahan, memuat:

1. RBABLUDyang bersangkutan;

2. Tahun yang dianggarkan;

3. Tempat dan tanggal pengesahan;

4. Tanda tangan pemimpin BLUDyang bersangkutan;

5. Tanda tangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang

bersangkutan, sebagai pejabat yang mengesahkan RBA.

Halaman Sampul, memuat:

1. Nama pemerintah daerah yang bersangkutan;

2. RBABLUDyang bersangkutan;

3. Tahun yang dianggarkan.

LAMPlRANPENJELASAN:



d. Tingkat bunga deposito

e. Tingkat bunga pinjaman

5. Asumsi Mikro, mengambarkan asumsi yang digunakan pada waktu

penyusunan RBA tahun anggaran. Asumsi yang digunakan tersebut,

meliputi:

a. Kebijakan akutansi sesuai dengan standar akutansi yang berlaku

b. Subsidi yang masih diterima pemerintah

c. Asumsi tarif

d. Asumsi volume pelayanan

e. Pengembangan pelayanan baru

6. Proses Penilaian Kinerja BLUD, memuat penilaian kinerja Puskesmas yang

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang dilaksanakan setiap tahun sekali

berdasar indicator program melipu ti :

a. Upaya Kesehatan Wajib (UKM)

b. Upaya Kesehatan Pengembangan (UKM)

c. Upaya Pengobatan (UKP)

d. Upaya Penunjang (UKPdan UKM)

e. Standard Pelayanan Minimal

7. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLUD, memuat pencapaian kinerja

tahun berjalan dan target kinerja yang akan dicapai meliputi :

a. Pendapatan Berdasarkan Jenis Layanan

b. Belanja Berdasarkan Jenis Layanan
8. Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun yang

Dianggarkan
9. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan Tahun Yang

Dianggarkan

10. Pendapatan dan Belanja Agregat

Puskesmas yang mungkin akan memepengaruhi keberhasilan pencapaian

target kinerja, dimana Puskesmas tidak memiliki kemampuan untuk

mengendalikan faktor eksternal sesuai dengan apa yang diinginkan. Kondisi

eksternal tersebut antara lain kebijakan atau produk hukum yang

dikeluarkan pemerintah, bencana alam, dan kondisi perekonomian

nasional/ regional / global dan lain -lain.

4. Asumsi Makro, mengambarkan asumsi yang digunakan pada waktu

penyusunan RBA tahun anggaran. Asumsi yang digunakan tersebut,

meliputi:

a. Tingkat inflasi

b. Tingkat pertumbuhan ekonomi

c. Kurs



I PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM '
PEJABAT PARAF TGL. I<H.
SUE·k90RCI~~rCR (JF;,

-
I~KIBAGJ_I'!OR.._

_._ - -~ .,_. _ ,__,. _""-~.--r""--.'~ ..._.__.

DU\ilAS KESEHATAN
i---

PARAF TGL. KETJABATAN :

i---
it;ASUBAG I KASI ,

.AA ,

KABID~
, SEKRET~R'S i .'Y}_
KEPALA DfN.AS "..'1,

\ '

,

ASISTEN

, SEKDA ~\ M
lV ~

'. WABUP " _,

2. Hal-Hal yang Perlu Mendapat Perhatian, dalam rangka melaksanakan

kegiatan Badan Layanan Umum Daerah, an tara lain: penghapusan piutang,

penghapusan persediaan, penghapusan aset tetap, penghapusan aset lain­

lain, pemberian pinjaman, kerjasama dengan pihak ketiga, penghasilan

pengelola dan dewan pengawas.

Bab III Penutup, memuat:

/"'-. 1. Kesimpulan, memuat seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab

sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam

melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya

pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran

yang dipandang perlu.

11. Biaya Layanan

12. Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan, memuat informasi lainnya

meliputi pencapaian kinerja non keuangan seperti capaian SPM tahun Ialu

dan tahun bejalan, perolehan ISO untuk standar kualitas.

13.Ambang Batas Belanja BLUD, memuat besaran ambang batas dalam RBA

tahun yang dianggarkan dari biaya yang bersumber dari pendapatan jasa

layanan.

14. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja, memuat Prakiraan

Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja untuk 3 (tiga) tahun kedepan

merupakan proyeksi pendapatan dan belanja yang harus dihitung dengan

memperhatikan output prioritas awal tahun anggaran berikutnya.



BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT .

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN

LOGO PEMDA KAB. KUNINGAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

FORMAT HALAMAN SAMPUL

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UMUM DAERAH

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

KABUPATEN KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGANLAMPIRAN I.b

NOMOR

TENTANG



( ) ( ) ( )

NIP NIP.. NIP .

Pemimpin BLUD

UPTD Puskesmas

Mengetahui:

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Kuningan

Mengesahkan:

Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah

Kabupaten Kuningan

Kuningan, .

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ( RBA)

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT .

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN

TAHUN ANGGARAN .........

LEMBAR PENGESAHAN



Halaman Sampul

Lembar Pengesahan

Kata pengantar

Ringkasan Ekseku tif

Bab 1Pendahuluan

A. Umum

B. Visi dan Misi BLUD

C. Budaya BLUD

D. Susunan Pejabat Pengelola BLUD

Bab II Kinerja BLUD Tahun Berjalan (TA20XX-l) dan Rencana Bisnis dan

Anggaran BLUDTA20XX

A. Gambaran Kondisi BLUD

B. Pencapaian Kinerjadan Target Kinerja BLUD

C. Informasi Lainya Yang Perlu di sampaikan

D. Ambang Batas Belanja BLUD

E. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja

Bab III Penutup

A. Kesimpulan

B. Hallain yang perlu mendapat perhatian

Halaman

DAFTARlSI



3. Asumsi Makro, asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Inflasi

b. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi.

c. Kurs 1 US$

d. Tingkat Bunga Deposito.
e. Tingkat Bunga Pinjaman.

4. Asumsi Mikro

a. Kebijakan Akuntansi

b. Subsidi yang masih diterimadari Pemerintah

A. Gambaran Kondisi Puskesmas

1. Kondisi intemal Puskesmas
......- ....;- ,

a. Pelayanan

b. Keuangan

c. Organisasi dan SDM

d. Sarana Prasarana

2. Kondisi eksternaI Puskesmas

BAB II

KINERJA BADAN LAYANANUMUM DAERAH

UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT .

TAHUN BERJALAN (TA20XX-1) DAN RENCANA BISNIS

DAN ANGGARAN (RBA)BLUD PUSKESMAS TAHUN ANGGARAN 20XX

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN

TAHUN ANGGARAN .

B. VISI DAN MISI BLUD

1. Visi

2. Misi

C. Budaya BLUD

D. Susunan Pejabat Pengelola Puskesmas ...

1. Susunan Pejabat Pengelola Puskesmas .

A. UMUM

1. Sejarah dan Landasan Hukum BLUD

2. Karakteristik Kegiatan/Layanan BLUD

BAB I

PENDAHULUAN



Catatan:
KoIom1 : Sudah jelas
Kolom2: Sudah jelas
Kolom3:Diisi target pendapatan tahun berjalan 20XX-l (setelah perubahan)
Kolom4 : Diisi realisasi s.d.periode yang disepakati tahun 20XX

TA20XX- TA20XX
No Uraian Target Realisasi

0/0
Prognos Target

(Rp) [Rp) [Rp] (Rp)
1 2 3 4 5=4:3 6 7
A Pendapatan BLUD - - -

1. Pendapatan Jasa Layanan - -
2. Pendapatan Hibah - -
1. Pendapatan kerjasarna -
2. Pendapatan BLUD ~ -
3. Pendapatan lainnya

B Penerirnaan APBD / APBN - -
1. PenerirnaanAPBD - -
2. PenerirnaanAPBN - -

Total Pendapatan - -

B. Proses Penilaian Kinerja BLUD

1. Cakupan Pelayanan Kesehatan

2. Manajemen Puskesmas

3. Mutu Pelayanan Kesehatan

4. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja Satker BLUD, Pencapaian kinerja tahun

berjalan (tahun 20XX-1), dan target kinerja yang akan dicapai (tahun 20XX)

dapat digambarkan sebagai berikut:Pendapatan

Pencapaian kinerja tahun berjalan (20XX-1) dan target kinerja yang akan

dicapai (20XX)untuk Pendapatan digambarkan sebagai berikut:

7. Pengembangan pelayanan baru

No Jems Pelayanan Volume
A Rawat Jalan .....orang
1 BPUmum .....orang
2 BP Gigi .....orang
3 KIA-KB ..... orang
4 Konseling ..... orang
5 Penunjang (Laboratorium, Fisioterapi, Radiologi, dll] ..... orang
B Rawat Inap
1 Pasien Rawat Inap ..... orang
2 UGD ..... orang

5. Asumsi tarif

6. Asumsi volume pelayanan, volume pelayanan dirinci sebagai berikut :

c. APBN

d. APBD
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Pencapaian kinerja tahun berjalan (20XX-l) dan target kinerja yang akan

dicapai (20XX)untuk belanja digambarkan sebagai berikut:

4. Belanja

KolomS : Sudah jelas

Kolom6 : Diisi realisasi s.d.periode yang disepakati di 20XX-l ditambah prognosa akhir
tahun 20XX-l

Kolom7 : Diisi target pendapatan tahun 20XX (sesuai Renja 20XXj



Uraian Unit / Program Alokasi Target/Kode Belanja Belanja Belanja
Pegawai Barang Modal Volum

1 2 3 4 5 6
Xxx Program:

(Memuat uraian
program)

6. Ikhtisar BelanjajPembiayaan menu rut Program dan Kegiatan untuk Tahun

Anggaran 20XX

Target belanja Zpernbiayaan per program dan kegiatan Tahun Anggaran 20XX

sebagai beriku t :

No Sumber Pendapatan rrarget(Rp'
1 Pendapatan Jasa Layanan
2 Pendapatan Hibah
S Pendapatan Nasi! Kerjasama
4 Pendapatan BLUDLainnya

Jurnlah Pendapatan

5. Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA20XX

Target pendapatan menurut program dan kegiatan yang akan dicapai Tahun

Anggaran 20XX sebagai berikut :

lampiran.

2.UpayaKegiatannya: 1.Upaya Kesehatan Masyarakat Prioritas

Pendukung Pelayanan 3. Manajemen ....

Kolom 10 : Diisi volume kegiatan yang ditargetkan tahun 20XX

Kolom 11 : Diisi target keuangan per kegiatan tahun 20XX

Kolom 12 : Diisi sumber dan kegiatan (BLUD,APBD atau APBN).Rincian selengkapnya di

Keterangan :

Kolom 1 : Sudah jelas

Kolom 2 : Diisi uraian program dan kegiatan pada masing-masing DPAUPTDjRKA

Kolom 3 : Diisi target volume kegiatan tahun 20XX-l

Kolom 4 : Diisi realisasi volume kegiatan s.d. periode disepakati tahun 20C-l

Kolom 5 : Sudah jelas

Kolom 6 : Diisi target keuangan per kegiatan tahun 20XX-l

Kolom 7 : Diisi realisasi keuangan s.d.periode yang disepakati tahun 20XX-l

Kolom 8 : Sudah jelas

Kolom 9 Diisi sumber dana kegiatan (BLUD,APBD atau APBN), Untuk BOK diisi nama

programnya : Program DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan



7. Pendapatan dan Belanja Agregat

Pencapaian kinerja tahun berjalan (20XX-l) dan target kinerja yang akan

dicapai (20XX) untuk pendapatan dan belanja secara agregat dirinci sebagai

berikut:

Keterangan :

Kolom 1 : Di isi kode prograro /kegiatan/ output
Kolom 2 : Di isi Uraian program/kegiatan/output/indikator kinerjanya IKU diisi sesuai

SKKepala Dinas Kesehatan

Program 01 dan 02 menggunakan IKU : A s.d D

Program 16 dan 33 menggunakan IKU sesuai dengan nama kegiatan yang mendukung

program/ disesuaikan
IKK menggunakan indikator yang sesuai kegiatannya Target diisi dengan nama

kegiatannya masing-rnasing Kolom 3,4 & 5 : Diisi alokasi belanja dalam Rupiah

Kolom 6 : Diisi target dalam volume hanya untuk row output

xxx Kegiatan:
(Memuat uraian
kegiatan)

XXX Output:
(Memuat uraian output)
I.APBD

2.APBN

3.BLUD

Jumlah

SumberDana

APBD - -

APBN - - -

BLUD - - -

A. TA.Berjalan - - -

B. Saldo Kas - -



Kolom 1 & 2 : Sudah jelas

Kolom 3 : Diisi realisasi pendapatan dan belanja s.d.Juni tahun berjalan (20XX-1)

Keterangan:

Asumsi tarif dan volume pelayanan dari poin A.5 tersebut diatas digunakan untuk

menyusun perkiraan target pendapatan yang akan diterima oleh satker BLUD.

Selanjutnya dengan membandingkan an tara total pendapatan dan total

biayaj'belanja, dapat diperkirakan apakah satker BLUDmasih memerlukan subsidi
dari Pemerintah, atau satker BLUDmemiliki surplus yang memadai sehingga tidak

memerlukan subsidi dari Pemerintah.

2. Belanja APBN

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Lainnya

3. BELANJA MODAL

A. Belanja Modal BLUD

1. Belanja Modal Tanah

2. Belanja Modal Gedung/Bangunan

3. Belanja Modal Peralaandan Mesin

4. Belanja Modal Jalan dan Jaringan

5. Belanja Modal Lainnya

B. Belanja Modal APBD/ APBN -
1. Belanja Modal Tanah -

2. Belanja Modal Gedung/Bangunan

3. Belanja Modal Peralaandan Mesin

4. Belanja Modal Jalan dan Jaringan -

5. Belanja Modal Lainnya
I

,

Surplus/ (Defisit) (I-II)

Penggunaan Saldo Kas BLUD

Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan
APBD/APBN(IV+
PenerimaanAPBD / APBN(ILB+IILB)

Surplus / (Defisit) Setelah

TOTALANGGARANPENDAPATAN(I+VII)

TOTALANGGARANBELANJA (II+III)



Keterangan:

Sumber dana seluruh APBD,APBN, BLVD

Kolom 1 : Sudah jelas

Kolom2 : Sudah jelas.
Kolom3 :Diisi realisasi biaya s.d.periode yg disepakati tahun berjalan (20XX-l)

Kolom4 :Diisi anggaran biaya tahun 20XX(hasil konversi)

c. Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan

lnformasi lainnya meliputi pencapaian kinerja non keuangan seperti :

No Uraian Realisasi TA 20XX

1 2 3 4

1 Biaya Langsung

Biaya Pegawai - -

BiayaBahan -
Biaya Jasa Layanan -
Biaya Pemeliharaan - -

Biaya Barang dan J asa -

Biaya Penyusutan - -
BiayaLainnya

Jumlah Biaya Langsung - -

2 Biaya Tidak Langsung

Biaya Pegawai - -

Biaya Administrasi - -

Perkantoran
Biaya Pemeliharaan - -

Biaya Barang dan J asa - -

Biaya Promosi /Marketing - -

Biaya Penyusutan - -

BiayaBunga - -

Biaya Administasi Bank - -

Biaya Lainnya - -

Jumlah Biaya Tidak Langsung - -
TOTALBIAYA - -

8. Biaya Layanan

Perhitungan realisasi biaya layanan TA 20XX-l dan target biaya layanan TA

20XXsebagai berikut :

Kolom4 : Diisi proyeksi pendapatan dan belanja tahun 20XX



Keterangan :

Kolom 1 :Sudah jelas

Kolom2 :Sudah jelas

Kolom3 :Diisi anggaran pendapatan tahun berjalan 20XX-1

Kolom4 :Diisi anggaran pendapatan tahun yang disusun RBAnya 20XX (Data dari

DPAjRKA)

KoIom5 : Diisi anggaran pendapatan 1 tahun di depan tahun yang disusun RBA

nya 20XX+1 (Data dari RSB)

Kolom6 :Diisi anggaran pendapatan 2 tahun di depan tahun yang disusun RBA

nya 20XX+2 (Data dari RSB)

Kolom7 : Diisi anggaran pendapatan 3 tahun di depan tahun yang disusun RBA

nya 20XX+3 (Data dari RSB)

TA TA TA TA TA
NO Sumber Pendapatan 20XX- 20X 20XX+ 20XX+ 20XX+

1 2 3 4 5 6 7

1 Pendapatan Jasa Layanan
Umum

2 Pendapatan Hibah BLUD

3 Pendapatan Hasil Keqasama
BLUD

4 Pendapatan BLUD Lainnya

Jumlah Pendapatan

1. Prakiraan Maju Pendapatan BLUD

1. Capaian SPM tahun lalu dan tahun berjalan

2. Capaian PKP tahun lalu dan tahu Berjalan

D. Ambang Batas Belanja BLUD

Besaran ambang batas dalam RBAtahun 20XX ini sebesar % dari biaya yang

bersumber dari pendapatan jasa layanan.

E. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja

Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja untuk 3 (tiga) tahun

kedepan merupakan proyeksi pendapatan dan belanja yang harus dihitung

dengan memperhatikan output prioritas awal tahun anggaran berikutnya,

dengan gambaran sebagai berikut:



Keterangan :

Koloml : Diisi kode program, kegiatan dan ouput

Kolom2 : Diisi uraian program, kegiatan dan ou tpu t

Kolom3,4,5,6, dan 7, row program dan kegiatan diisi nilai rupiah anggaran belanja

pada tahun yang bersangkutan.

Row volume output: diisi dengan volume satu dan output yang dihasilkan pada

tahun yang bersangkutan.

Pagu Belanja Target Pendapatan
TA20XX-l
TA20XX

TA20XX+l
TA20XX+2
TA20XX+3

Program / Kegiatan / TA TA TA TA TAKode Sumber Pendapatan / 20XX- 20X 20XX+ 20XX+ 20XX+Kode Akun
1 2 3 4 5 6 7

XXX Program: ......
XXX Kegiatan: .......
XXX Output: ........

lVolume Output

2. Prakiraan Maju Belanja BLUD
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A. Kesimpulan

B. Hal-hal yang Perlu Mendapatkan Perhatian

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan
kegiatan Puskesmas meliputi antara lain:
a. Penghapusan piutang;

b. Penghapusan persediaan;

c. Penghapusan aset tetap;

d. Penghapusan aset lain-lain;

e. Pemberian pinjaman;

f. Kerjasamadengan Pihak Ketiga

(hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian diisi bila ada kejadian tersebut
di atas )

BAB III

PENUTUP



( )

NIP .

Kuningan, .

Mengesahkan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Catatan:

Pendapatan dan Biaya (Pengeluaran),

menggunakan basis kas.

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS ............................... DPA-BLUD

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
I BIAYA/PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
NO Uraian JumIah (RP)
1 2 3
A PENDAPATAN BLUD
1 Jasa Layanan
2 Hibah
3 Nasil Kerjasama dengan pihak lain
4 APB
5 APB
6 Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah
B JUMLAH BIAYA BLUD
1 Biaya Operasional
2 Biaya Non Operasional
3 Pengeluaran lnvestasi
4 Pengeluaran Pendanaan / Pembiayaan

JUMLAH
SUTRlusJDefisi1J

FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA

TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI

LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN

KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGANLAMPIRAN II

NOMOR

TENTANG



( )

NIP .

Kuningan, .

Mengesahkan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

DOKUMENPELAKSANAANANGGARAN

BADANLAYANANUMUMDAERAH DPA-BLUD

PUSKESMAS.................

Anggaran Pendapatan BLUD

No Uraian Jumlah Keterangan

1 2 3 4

1. Pendapatanjasalayanan

a ............

b ....................

2. Hibah

a ....................

b ....................

3. Hasil kerjasama

a ............

b .............
I

4. Pendapatan dari APBD

a.Operasional

b.lnvestasi

5. Pendapatan dari APBN

a.Operasional

b.lnvestasi

6. Lain-lain Pendapatan BLUDyang sah

a.hasil penualan investasi dan aset tetap.

b.hasil pemanfaatan kekayaan.

c.jasagiro.

d.pendapatan bunga.

e.keuntungan selisih nilai tukar rupiah

terhadap mata uang asing.

f.hasil investasi.

g.Penerimaan pinjaman

Jumlah Pendapatan



DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN

BADANLAYANANUMUM DAERAH DPA-BLUD

PUSKESMAS .............................

ANGGARANBIAYA/PENGELUARAN

BADAN LAYANANUMUM DAERAH

TAHUN ANGGARAN.......

NO ALOKASI BIAYAjPENGELUARAN JUMLAH

1 2 3

BIAYAOPERASIONAL

i BIAYAPELAYANAN

1.Biaya pegawai

2.Biaya bahan

3.Biaya jasa layanan

4.Biaya pemeliharaan

5.Biaya barang dan jasa

6.Biaya depresiasi

7.Biaya pelayanan lainnya

Jumlah

BIAYAUMUM DANADMINISTRASI

1.Biaya pegawai

2.Biaya administrasi kantor

3.Biaya pemeliharaan

4.Biaya barang dan jasa

5.Biaya promosi

6.Biaya depresiasi

7.Biaya umum dan administrasi lainnya

Jumlah

BIAYANON OPERASIONAL

1.Biaya bunga

2.Biaya administrasi bank

3.Kerugian penjualan aset tetap

4.Kerugian penurunan nilai kurs

5.Biaya non operasionallainnya

.Jumlah

PENGELUARAN INVESTASI

l.Pembelian surat berharga

2.Pengeluaran pembelian tanah



3.Pengeluaran pembelian gedung

4.Pengeluaran untuk peralatan dan mesin

5.Pengeluaran untuk sarana fisik lainnya

Jumlah

PENGELUARAN PENDANAANjPEMBIAYAAN

Pengeluaran pembayaran hutang

1.1.Pembayaran pokok hutang

1.2.Pembayaran bunga

1.3.Pembayaran administrasi, komisi,provisi,

denda

Dst .......

Jumlah

JUMLAH (I+ll+III+IV)

AMBANGBATASYANGDITETAPKAN

JUMLAH(1+II+III+IV+V)
I

Kuningan, ..................................

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah

(...................................................... )

NIP··················································1



Kuningan, .
Mengesahkan
Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah
( )
NIP .

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMuM
DAERAH DPA-BLUD

PUSKESMAS.....................
Anggaran BiayajPengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Sumber dan

Alokasi Dana Tahun Anggaran .......

Sumber Dana Tahun Anggaran ........
No Alokasi BiayajPengeluaran Jml

Jasa Hibab Kerjasam.a \PBD APBN Lain-
Layanan lain

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. BIAYA OPERASIONAL
A.. BIAYA PELAYANAN
1. Biava pegawai
2. Biaya bahan,
3. Biaya jasa pelayanan
4. Biaya pemeliharaan
5. Biava barang dan jasa
6. Biaya depresiasi
7. Biaya pelayanan lainl1ya
B. BlAYA UMUM DAN ADMINIS1'RASI
1. Biaya pegawai
2. Biaya administrasi kantor
3. Biaya pemeliharaan
4. Biaya barang danjasa.
5. Biaya promosi
6. Biaya depresiasi
7. Biaya umum dan administrasi

lainnya
II. BlAYA NON OPERASTONAL
1. Biaya bunga
2. Biaya administrasi bank
3. Kerugian penurunan nilaikurs
4. Biaya non operasionallainnya
m PENGELUARANINVESTASI
1. Pembelian surat berharga
'2. Pengeluaran pembe1iantanah
3. PengeJuaranpembelian gedung
4. Pengeluaran untuk peralatan dan

mesin
5. Pengeluaran untuk sarana fisik

lainnya
IV PENGELUARAN.

PENDANAANjPEMBIAY AAN
1. Pengeluaran pembayaran hutang

l.l.pokok
1.2.bunga
1.3.administrasi.komisi, provisi,de
nda

2 dst......
JUMLAH



DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DPA-BLUD

PUSKESMAS .............................

Anggaran Biaya/Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah

Berdasarkan J ems Anggaran

Jenis Anggaran TotalNo Jenis Biaya/Pengeluaran Belanja Belanja Barang Belanja Biaya
Pegawai dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 6
1. I.BIAYAOPERASIONAL

A. BTAYAPELAYANAN

1. !Biaya pegawai

2. !Biaya bahan

3. Biaya jasa pelayanan

4. Biaya pemeliharaan

5. Biaya barang dan jasa

6. !Biaya depresiasi

7. Biaya pelayanan lainnya

B. BIAYAUMUM DAN

ADMINISTRASI

1. Biaya pegawai

2. Biaya ad:m.in.istrasi kantor

3. Biaya pemeliharaan

4. Biaya barang dan jasa.

5. Biaya promosi

6. Biaya depresiasi

7. Biaya umum dan administrasi

Lainnya

11. BIAYANON OPERASIONAL

1. Biaya bunga

2. Biaya admnustrasi bank
3. Kerugian penjualan aset tetap

4.. Kerugian penurunan nilai kurs

5. Biaya non operasional lainnya

III PENGELUARAN lNVESTASr

1. Pembelian sura t berharga

2. Pengeluaran pembelian tanah

3. Pengeluaran pembelian gedung

4. Pengeluaran untuk peralatan
dan mesin

5. Pengeluaran sarana fisik

-



( )

NIP .

Kuningan, .

Mengesahkan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

lainnya

lV PENGELUARANPENDANAAN

PEMBIAYAAN

1. Pengeluaran pembayaran
hutang

1.Lpokok. ...........

1.2.bunga dan............

1.3.administrasi, komisi.provisi

J

denda ......
2 Dst.. ....

JUMLAH



( )

NIP .

Kuningan, .

Mengesahkan

Pejabat PengelolaKeuangan Daerah

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PUSKESMAS ............................ DPA-BLUD

PROYEKSI ARUS KAS TAHUN .........

KETERANGA
KOMPONEN JUMLAH (RP)

NN

LARUS KAS DAm AKTMTAS OPERASIONAL

a.Penerimaan dari layanan

b.Penerimaan piutangjtagihan

c.Pengeluaran operasional

ARUS KAS BE.RSll{DARI AKTIVITAS OPERASIONAL

ILARUS KAS DAm AKTIVITAS INVESTASI

a.Hasil penjualan aset tetap

b.Hasil penjualan aset lain-lain

c.Hasil investasi

d.Perolehan aktiva tetap

e.Pembelian investasi

!ARUSKAS DARL AKTMTAS INVES'fASI

rn.ARUS KAS DAR! AKTIVITAS PENDANAAN j
PEMBIAYAAN

a.Tambahan ekuitas

b.Penerimaan hibah

c.Penerimaan APED

d.Penerimaan APBN

e.Perolehan pinjaman

f.Pembayaran pinjaman

ARUS KAS DARl AKTMTAS PENDANAANjPEMBIAYAAN

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH !{AS

KAS DAN SETARA KAS AWAL

~SALDOKAS



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH loPA-BLUD

PUSI{ESMAS ........................................
PROGRAM lPeningkatan Pelavanan ... ... ........
l{EGLATAN 1.Pelavanan .......
INDIKATOR

INPUT
OUTPUT 1.Pelayanan

2.Keuangan
OUTCOME

ANGGARANBIAYA/PENGELDARAN
No Jenis Anggaran Total

Biava
Jenis BiayajPengeluaran Belanja Belanja Barang Belanja

Pegawai dan Jasa Modal
I BIAYAOPERASIONAL
A BIAYA PELAYANAN

l.Biaya pegawai
a....................................
b.Dst ...................................
2.Biaya bahan
a....................................
b.Dst, ..................................
3.Biaya iasa pelavanan
~ . ....................................
Ib.Dst...................................
4.Biaya pemeliharaan
a....................................
b.Dst ...................................
S.Biaya barang dan jasa
a. ....................................
b.Dst ...................................
6.Biaya depresiasi
a....................................
b.Dst...................................
7.Biaya pelayanan lainnya
a....................................
b.Dst ...................................
iJumIah

B BLAYAUMUM DAN
ADMIN1STRASI
1.Biaya pegawai
a....................................
b.dst...................................
2.Biaya administrasi umum
a....................................
b.dst ...................................
3.Biaya pemel:iharaan
a....................................
b.dst. ..................................
4.Biaya barang dan jasa
a.................................... ·
b.dst ...................................
5.Biaya promosi
a....................................
b.dst ...................................
6.Biaya deresiasi



b.dst .
a ..

3.Pembayaran administrasi,
komisi, provisi.denda

b.dst. .
a ···
2.Pembayaran bunga
b.dst. .
a ···
1.Pembayaran pokok hutang

IV PENGELUARAN PENDANAAN /
iPEMBIAYAAN

.Jumlah
b.dst .
a ··..·.·

5.Pengeluar<:!nuntuk sarana
fisik
Lainnya

b.dst .
a .

4.Pengeluaran untuk peralatan
dan mesin

b.dst .
a .

3.Pengeluaran pembelian
Igedung

b.dst, .
a ..
2.Pengeluaran pembelian tanah
b.dst .
a ,..
l.Pembelian surat berharga

ill PENGELUARAN INVESTASl
.Jumlah
b.dst. .
a .
S.Non operasional lainnya

4.Kerugian penurunan nilai
kurs

b.dst, .
Ia···························· .

3.Biaya kerugian penjualan aset
rretap

b.dst .
a .
2.Biaya administrasi bank
Ib·dst .
~l. .
l.Biaya bunga

II BIAYANON OPERASIONAL
Jumlah

b.dst .
a .

7.Biaya umum dan administrasi
lainnya

b.dst .
a ..

-.

.--,. a .
b.dst .
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J enis Belanja dalam APBD

Belanja Tidak Belanja LangsungLangsung
No Biaya JumlabBelanjaBelanja 8elanja Barang Belanja

Pegawai Pegawai dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 6 7
1. BIAYAOPERASONAL
A. BIAYAPELAYANAN
1. Biava pegawai
2. Biaya bahan
3. Biaya jasa pelayanan
4. Biaya pemelibaraan
5. Biaya barang dan jasa
6. Biava depresiasi
7. Biaya pe1a.yanan

lainnya
B. IBIAYAUMUMDAN

ADMINISTRASI
1. Biaya pegawail
2. Biaya administrasi

kantor
3. Biava pemeliharaan
4. Biaya barang dan jasa,
5. Biaya prornosi
6. Biaya depresiasi
7. Biaya umum dan

administrasi Iainnya
n, BIAYANON

OPERASIONAL
1. Biaya bunga
2. Biaya administrasi

bank
3. Kerugian penjualan

asett~tap

A. Biaya BLUD

FORMAT INTEGRASI/KONSOLIDASI RENCANA BTSNIS DAN ANGGARAN (RBA)

DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH/RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN I(ERJA

PERANGKATDAERAH

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANANUMUM DAERAH UNIT PELAKSANA

TEKN1S DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT :01

LINGKUNGAN DTNASKESEHATAN KABUPATEN

KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNTNGANLAMPlRAN III

NOMOR

TENTANG



Jen is Belanj a dalam APBD

Belanja Langsung
No Biaya/ Pengeluaran Belanja JumlahBelanja Barang Belanja

Pegawai qanJasa Modal

1 2 3 4 5 6

PENGELUARANPENDANAAN/ PEMBIAYAAN

1. Pengeluaran
pembayaran hutang
1.1.Pokok. ...

1.2.Bunga dan ....

1.3.Administrasi,

komisi, provisi,

denda ......

2. Ost .....

TOTAL BlAYA

c. Pengeluaran Pendanaarr/Pembiayaan

Jenis Belanja dalam APBD

No Biaya/ Belanja Langsung Jumlah
Pengeluaran Belanja Belanja Belanja

Pegawai Barang dan Modal
.Jasa

1 2 3 4 5 6
PENGELUARAN

INVESTASI
l. Pembelian 999 999

surat berharga
2. Pengeluaran 999 999

Ipembelian tanah
3. Pengeluaran pembelian 999 999

Igedung
4. Pengeluaran untuk 999 999

Iperalatan dan mesin
5. Pengeluaran 999 999

sarana fisik lainnya
TOTALBIAYA 999 999

B. Pengeluaran Untuk Pembelian Investasi

4. Kerugian,penurunan
nilaikurs

S Biaya non operasional
lainnya
TOTALBIAYA



o
x x x sc x
x x >< x ><
x x >< ><: x
t>< k 2S. ><: ><:
t:><: ;x :x ><: ><:

~
'_>< :x ><: ><: x 0

txJ
_M ~ ~ >< X

I-' 10
txJ

._f:). ._f:). ~ ._f:). .+:> @
I-' )-' I-' I-'- Z.......
._f:). ._f:). .+:> Z

0
I-' ......
..j::. ..j::.

......
to 0- o 0" fl' ""0 '"'C1

@.
"'0 '"0

~ [. ~ ::r: c, ('1) g g txJ::s Z('1) ..... Pl 0- 0- 0-~. cr (,f) I tj
~

p.> p.> p.> r .§I p.> '"d '"d ~.
~- (,f) ...... Pl Pl p.>

~.
~

~ g g ::s ~

"'d §
~

§
~g § t;d OJ ;J>r r (,f)
tj0- c § ~ ~ C

.§ t:J § Ij ;p

~

txJp.> ~ p.>

~'

tv('1)g en "1

~ ~
tn
8
0,

§
~

~
VJ

~

'"d
~c.,

..j::. t:cJ

~;pz



>< ;x: ;x: >< ;x: >< ><; ;>< ;x: ;x: ;x: ;x: ;x: ><
>< >< >< >< ;x: >< >< ;x: >< >< >< >< >< >< 0

:;:0

>< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< 0
~ »
0 z>< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< t1 .......

(/)

>< >< >< ;x: >< >< >< >< >< ;x: X >< ><
I::tj »><
~

(/).__,
>< >< X >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< I-'

(J1 CJ1 CJ1 CJ1 (J1 (J1 (J1 (/1 CJ1 c.n c.n c.n ~
~tv tv tv tv ...... I-' tv tv tv tv I--' I--' Z
0<..v t\,) I-' ..... <..v tv I-' I-'

0:1 to to to to to ~ to 0:1 to ~ to to ~ "'0 ..o (b ~ ~ (b ~
~.

(b (b (b (b (b

~.
:;:0

~ ! ! J.! .......g!~
0 ><

~. ~. ~.
I»

~. I» 0 ><Po> P> P> P> I» I» g I» I» !l> I» I» I» g
~

><
~ tt:1 >-0i"'0 ~ ~ tIl '1ji'"0 d Q0 ~ ~ ~ 0- ~ 0 ~ ~ ~ 0- ~0-

~ ~ ~
I» ::s 0-

~
I»

~ ~ ~
"'0

~ (/) ~ 0- e. ~ (/) I::tj
~. C ~.ic ~.c e.i§ ~0- ~ ~ ~ 0- ~ I- Zb b ~ b 0z (/) ~ (/)

~

c., ~ c c, ~ C
I»

~ a: I»
~(/) (/)

I»
~

I» Z

~:§ "'0
I::tj t\,)

b t""'

~;:p
:z:>:z:

~>
OJ
t-<c::
tJ

c....c::s::r-
<..v

~

~

~:z:c....,
~ t:tj

t""'»
(/)

~ LJ

\.

-I
Q.:-

~ ~ .."m

~
t... l:>
l> :0- I;::J l:>.- l> ."<_. ....."""' =-=
"tJ 0~ Q
:a :0
l> C-n

Z
..... l:>
C") en
r- eo

~
C"J

~ :x:
I~

c:::
=-=

1 c:::s:

:e <J) ~. A u: ~ ~
m (/) m "' l> :t»;:t>o (I)~ - ~ ~ m c C-o:! g CJ) ;t1 !Xl »c:: > -I !; ~ 0 1-" OJ ,..~

." m ~j ))0 i.... IZ o t :~ - i!i I :: ,..; ,,..
I» z r

J' 1 ~ ~
(Ji

...
1""

~ ,.,».
~
"'T1



~z
0
0

0
~~
0

~
;9
~

(/) c:!
<,

~o A1

~ ~ ~~c::: (/)
:l>

r w ~fZ H

Z

zo



0'\ U1

~ ~ rn(JQ I ::a
~ [.

c, "0
('b

C ~
~ ~r 't:I
~

Sl>
rT

§
to
8
tJ

1: sf"'r'l
"-l:>. flt::I
l:> 'r1....

~
Col
10
::0
S~
:J:,o

""-CJ;I:::»
P>

=-: %
~ ~g

~,~ 91 P v: u; ~ ;.;::::
en C/, ,..., I'i': :to

,..,
:;l', (I)

" "D 0:1 c:: '-...1:$ 0 (/) 1> A' - m l=>"- -1 c ITt 0 ~ at C
~ ):>"'l.1 m ':t ]Ii>z 0 ;! -2 ::\.

~. Z}- (;.~ Z
ljl >en

~ ~
~ m"" enm
~ :IC') >r ;

Z~m~,.





I(J>
m

<-;1', ,. ilen p ;0
DI-4 ~

;~
0 ,.m

~
z 0 ::0

~. Z~ en ~ >en

en
~m

~ :c

en
::r c::

m

'x ,,,
:I!::

~;.
;1

c::

I ::x:

...

s
-4
C> », r:l .

~
1 1
··""' ..... 1··..·_·:1; I

Z,
I

I ,! , .
i I,

i..
I1 i
-,... ._~ ...... ..,



......
<
o



o tlj tv

~ '"0 c, Cb c, o CJ' ~ 0
~

..... p- Cb 0- o CJ' ~ ;l> tlj
'"0 ttl ~ tn b:3 '"0 lJj tlj

~

.....z i ~ ~ to tr:l --< ~ ...... tlj to to to tlj
~Cb 0 ~

.....
Cb .... ,_..

~ f:
~ ..... ,..... .... -. ...... ....

8 ~ lot ~ ~ ~ ;l> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~tr:l c ~CJ' 8 ;l> ~ C1,9. CT.9. ~ ~ (/) 2: ~ ~ ~ ~ ~ ~ .... ~Cb ::c - 0 ~ (/)~ ~ ::s § § ~
CJ' 0 0- "0 CJ' "0 ~ "0 q 8§

~

~ 0 s: Z (/) S Cb '"1
~

Cb

f:
Cb;:s 2. 0 z

~ ~ "0 0 8 OQ ~ s:
'0 "0

~
'"1 S § ~

(/) 80 OQ 8
~

.....(/) @ Cb 8. ~ (/) Cb 0s: Z "0 B. ..... (/) (/) OQ S. 0..
~

Cb (/) r § .... (/) §
~

'"1 s:: c ~ .....
~

~
r+ ~ '1 t

q ~. q
(/) s:: ~ '-'. ~CJ' ...... ::s (/) ~ § soCb 0 §

..... '-<l ~
,_..

8- C/) ;:s 0- ~ §~ a ~

~
~ ;:s (/)

(/) -. Cb
~

...... r-t- s-~ s. r-t- '"1Cb

~ ~'"1
(/)



---.

~ ?>
~ ~

p. 0

S 8 ~
0" 0"

~

~ ~

;j
(JQ iJ

~ ~

~...... !!.s:.

c,

c,

~

c

~ j:I) g" "0
§

~

::3
c, ~

o, 8.
0

C

A>
!:J 8" ::l 8

!:J (1Q
Z a- ~ "0 'd

..... $).) P\ o
(/) Cb

(/)

Cb

~
t:r'

~

p;;-o S· 8 8

c ~

0- 0-

C/) g'
Cb Cb

.!"'.

;:;-: §
(JQ ...........

§ §
$).)

(JQ

~
Cb

(/)

c,

~
c

..- ~
~.

~
$).)<-»

III»
,::. ~I ~

.-.{.--t.
~rr.;p_l I I

i t~
.~_--'



-<

to-tj ~

i~
~ ~

Zt-<

'§
t""'

~
tIl
ttl
t-<

0 ::::c



0 o to

0- n ~ sr ~

~
~

..... ~ 0- o 0' ~ tD ~ ~ 0- o ~ ~ toP>
~-e ~

(1) '"d g' to ~ ~ hl to P> to to hl to to to ,_..
(1) "tl !(1) z Ii)' (1) (1) Ii)' f;5' S SJ' .... f;5' ,_.. ji)' ..... ~t:l (1) 0 a 0 2 2 >- ~ ~ ~ P>0 (/) '< '< ~ '< '< '< '<O'Q

~
O'Q 0'

~
ttl P> P> P> P> Z a: P> P> tl.) I» P> P.l

~
(1) (1) C(9. C(9.
~ - P.l g, r- ::s 0 0- "8 0' "0 "0-

~

§ § P.l sr CI> P>~ §' (/) c: 0 r § z q- <"0
~ <"0 I(1)

~ ~

......

~

::s "0 O'Q ~
'"0 '"0 0 P.l '"I S § ~ ~

B0 O'Q rtJ (1)rtJ (1) (1) I» "0 .... CI> 0S '"0 P ~.
~ r ~. (JJ O'Q g: P.l 0-S '"0 "0 (1) ~ t:: ..... rtJ ..... §<"0 >1 @ rtJ ~ ~ q<"0

~ g
~

.....
~

s
~

e-+

~ ....... § P.l >-! ...... (/)

~
rtJg- o 1-"' >- '< to ..... 0-

r=: t:l § cr 0 P> !i5' [ S"d § § e. P.l

~
z 2:

~ ~

rtJ
~ ~(1).... ,..,. rtJ

~ I ...... s ~ gg (1)
0-

~
.§ a rtJ§ .....

~
O'Q

0-

S §
<"0
rtJs·



'0a
:5.
enr'

)­
o

.o!.' I - ...\
i ;~-:--- ffi

J~lJ :___.l__!.__.l._..J.-'-.-.rn/

:T~ ..,)
t"I'I ~'-:!': ):;> ;,:;
ee ~

[j ~
.,., 0-
=-= 0

.~ 0
~:t:> C

::EI ;:10
:t:> CI
'"" -Z.... ~

.'.;;.., C") en-: '":PC')
:: a~ c:t"I'I

;I ~ ~c:.
S

~



z -
::0



BLVD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ..................... KECAMATAN ................. (01)

SKPD DlNAS KESEHATAN ..... (02)

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBJAYAAN
(SP3BP) BADAN LAYANAN UMUM DAE.RAH

Tanggal: ..... (03) Nomor: ..... (04)

Pimpinan BLVD Puskesmas ............................... (05) mernohon kepada:

Bendahara Urnum Daerah selaku PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan

agar mengesahkan dan mernbukukan pendapatan, belanja dan pembiayaan sejurnlah
1. Saldo Awal Rp ......................... (06)
2. Saldo Awal Koreksi Rp ......................... (07)
3. Pendapatan Rp ......................... (08)
4. Belanja Rp ......................... (09)
5. Saldo Akhi.r Rp ......................... (10)
6. Pernbiayaan Rp ......................... {lll

SP3BP Bulan ....................................................... (12) Tahun Anggaran ...... (13)

Urusan (14)
Organisasi (15)
Sub Unit (16)
Program (17)
Kegiatan (18)

Kode Rekening Uraian Jumlah

(19) (20) (21)
TOTAL PENDAPATAN (22)

Kode Rekening Uraian Jumlah
(23) (24) (25)

TOTAL BELANJA (26)
Kode Rekening Uraian Jumlah

(27) (28) (29)
'fOTAL PEMBAYARAN NETTO (30)

Ku ningan , .............................. (31)
Pimpinan BLUD Puskesmas .......... (32)

..............................................
NIP (33)

CONTOH FORMAT
SUl~T PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN (SP3BP)

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANANUMUM DAERAH UNIT PELAKSANA

TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI

LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN

KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGANLAMPIRAN IV.f

NOMOR

TENTANG



j---.~

," .

Diisi nama Program;

Diisi nama Kegiatan;
Diisi kode rekening pendapatan;
Diisi uraian kode rekening pendapatan;
Diisi jumlah nominal rupiah un tuk kode rekening pendapatan;
Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh pendapatan;
Diisi kode rekening belanja;
Diisi uraian kode rekening belanja;
Diisijumlah nominal rupiah untuk kode rekening belanja;

Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh belanja;
Diisi kode rekening pembiayaan;
Diisi uraian kode rekening pembiayaan;
Diisi jurolah nominal rupiah untuk kode rekening pembiayaan;

Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh pembiayaan;

Diisi tanggal penerbitan SP3B;

Diisi nama BLVD Puskesmas dan nama Kecamatan;
Diisi Nama Dinas kesehatan Provinsi/Kabupaterr/kota;
Diisi tanggal SP3BP;

Diisi nomor SP3BP;
Diisi nama Pimpinan BLUD Puskesmas;

Diisijumlah saldo akhir pada SP3BP bulan sebelumnya;
Diisijumlah saldo awal koreksi;

Diisi jumlah pendapatan yang telah diterima dalam kas Bendahara BLUD;
Diisi jumlah belanja yang telah dibayar dari kas Bendahara BLUD;
Diisijumlah saldo akhir (saldo awal + pendapatan - belanja);
Diisi jumlah pembiayaan;
Diisi bulan diterbitkan SP3BP;
Diisi Tahun Anggaran berkenaan;

Diisi nama Urusan;
Diisi nama Organisasi;
Diisi nama Sub Unit;

TATACARA PENGISIAN FORMAT SP3BP FKTP PUSKESMAS

(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)

(07)

(08)

(09)
(10)
(11)

+--, (12)

(13)
(14)
(15)

(16)
(17)

(18)
(19)

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

(26)
(27)
(28)
(29)

(30)
(31)
(32) Diisi nama Pimpinan BLUDPuskesmas;

(33) iUii'srrm'~fs~ft?AlfTAN---~
I· JABATAN PARAF TGl. I(ET

~ \(r:,SUBAG I KASI ./f\
~-.--. .__ - ---;----1
"'ABIO

b'Li(RET~RIS

f _r:._r:~!\LADINAS
\ • 0 " 'S'j EN'" I. ----.----~~~~~------~~~----

~-I·--··---T~--
, .'



BAD AN PENGELOLAAN k"EUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN k'1JN1NGAN

SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN (SP2BP) BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

Tanggal: ..... [01) Nomor: ..... (02)

Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan selaku BUD mernberitahukan kepada:

Pimpinan BLVD Puskesmas ..................... (03) Kecamatan ....................... (0.4)

Bahwa telah disahkan. dan dibukukan pendapatan, belanja dan pembiayaan sejumlah:
1. Saldo Awal Rp ......................... (05)
2. Saldo Awal Koreksi Rp ......................... (06)
3. Pendapatan Rp ......................... (07)
4. Belanja Rp ......................... (08)
5. Saldo Akhir Rp ......................... (09)
6. Pembiayaan Rp ........ ,................ (10)

SP2BP Bulan .................... (11) Tahun Anggaran ................ (12)

Dasar Pengesahan (13)
Urusan (14)
Organisasi (15)
Sub Unit (16)
Program (17)
Kegiatan (f8i

Kode Rekening Uraian .Jumlah

(19) (20) (21)
TOTAL PENDAPATAN (22)

Kode Rekening Uraian Jumlah
(23) (24) (25)

TOTAL BELANJA (26)
Kode Rekening Uraian .Jumlah

(27) (28) (29)
TOTAL PEMBAYARAN NETTO (30)

Kuningan, .............................. (31)
Kuasa BUD (32)

...........................................
NIP (33)

CONTOH FORMAT
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN (SP3BP)

PU8ATKESEHATAN MASYARAKAT

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KE\,JANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA

TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT Dr

LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN

KUNlNGAN

PERATURAN BUPATI KUNlNGANLAMPIRAN IV,g

NOMOR

TENTANG



WABUP

SEKDA

ASISTEN

KEPALA [lii.',·· .~

(28) Diisi uraian kode rekening pembiayaan;
(29) Diisijumlah nominal rupiah untuk kode rekening pembiayaan;
(30) Diisijumlah nominal rupiah untuk seluruh pembiayaan;
(31) Diisi tanggal penerbitan SP2B;
(32) Diisi nama Kuasa BUD;

(J~l P.ii§inomor NIPKuasa BUI21....·__~~. ~ - -i .~..~L .. • • • • • "'.1. ...:. ~ .!~ • it.

1"'-'JABA~\~.t...··T-PAR,'".I Tal..:] '".'
ri<As~~:.}.:;;··t---A\ -'
---"~ .---·'·---1-"- --
KAEIO 'J , J
SE~:~:.._ . ..!--·~- ...~~···i.~..,~_,_~.!.. _-_-_-_-_-_-_,

(01) Diisi tanggal SP3BP;
(02) Diisi nomor SP3BP;
(03) Diisi nama BLUD Puskesmas;

(04) Diisi nama Kecamatan;

(05) Diisi jumlah saldo akhir pada SP2BP bulan sebelumnya;
(06) Diisi jurolah saldo awal koreksi;

(07) Diisi jumlah pendapatan yang telah diterima dalam kas Bendahara
BLUD;

(08) Diisi jumlah belanja yang telah dibayar dari kas Bendahara BLUD;
(09) Diisi jumlah saldo akhir (saldo awal + pendapatan - belanja);
(10) Diisi jumlah pembiayaan;
(11) Diisi bulan diterbitkan SP2BP;
(12) Diisi Tahun Anggaran berkenaan;
(13) Diisi Dasar Pengesahaan SP2B;
(14) Diisi nama Urusan;

(15) Diisi nama Organisasi;
(16) Diisi nama Sub Unit;
(17) Diisi nama Program;
(18) Diisi nama Kegiatan;

(19) Diisi kode rekening pendapatan;
(20) Diisi uraian kode rekening pendapatan;

(21) Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening pendapatan;
(22) Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh pendapatan;
(23) Diisi kode rekening belanja;
(24) Diisi uraian kode rekening belanja;
(25) Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening belanja;
(26) Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh belanja;

(27) Diisi kode rekening pembiayaan;

TATA CARA PENGISIAN FORMAT SP3BP FKTP PUSKESMAS



BADAN LAYANAN UMUMDAERAH XXX
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPA! 31 DESEMBER 20Xl DAN 20XO

No Uraian Anggaran Realisasi (%) Realisasl
20Xl 20Xl ° 20XO

".-... 1 PE1\'DAPATAN
2: Pendapatan jasa layanan xxx xxx xx xxx
3 Pendapatan hibah XJ';X xxx xx xxx
4 Pendapatan hasil kerja sama xxx xxx xx xxx
5 Pendapatan APBD xxx xxX' xx xxx
6 Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah xxx xxx xx xxx.
7 Jumlab Pendapatan (2 s.d. 6) xxx xxx xx xxx
8
9 BELANJA
10 BELANJA OPERAS I
11 Belanja Pegawai xxx xxx xx xxx
12 BelanjaBarang dan Jasa xxx xxx xx xxx
13 Bunga xxx xxx xx xxx
14 Belanja Lain-lain xxx xxx xx xxx

15 JumLab Belanja Operasi (11 s.d. 14) xxx xxx xx xxx
16
17 BELANJA MODAL
18 Belanja Modal Tanah xxx xxx xx xxx
19 Belanja Modal Peralaran dan Mesin xxx )(XX xx xxx

20 Belanja Modal Gedung dan Bangunan xxx xxx xx xxx
21. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx xxx xx X){,X

22 Belanja Modal Aet Tetap Lainnya xxx xxx )LX xxx
23 Belanja Modal Aset Lainnya xxx xxx xx xxx

Anggaran Realisasi (OA) RealisasiNo Uraian 20Xl 20X1 I) 20XO

24 Jumlab Belanja Modal (18 s.d. 23) xxx xxx xx xxx
25 Jumlah Belanja xxx xxx xx xxx

26
27 SURPLUSfDEFISIT xxx xx xxx
28 PEMBIAY •.<\AN
29 PENERIMAAN

KABUPATENKESEHATANDINASLINGKUNGAN

KUNINQAN

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA

TEKNrS DAERAH PUS AT KESEHATAN MASYARAKAT DI

PERATURAN BUPATI KUNTNGANLAMPlRAN V.a

NOMOR

TENTANG



---.L. __ .__ .~

kEf.PEJADAT PARAF

5EKRET~RIS-KEPALAOINAS'------..f-IIt-IJ:;--_.;;..-t---~ -t-: ,_._, 1

~SIS'rEN i'
~~.~~-'E--I<-D-A----~~~-+----_'_\

~ ~L\~UP ~

KABIO

KASUBAGIKASl ~

TGL.JABATAN KETPARAF

DINAS KESEHATAN

BUPJ\.Tl KUNINGAN,

30 PENERIMAAN PEMBlA YAAN
31 SILPA Tahun Sebelumnya xxx xxx xx xxx32 Divestasi xxx XX)( xx xxx
33 Penerimaan UtangIPiojaman xxx xxx xx )(2L"'<.
34 JumJab Penerimaan Pembiayaan (31 s.d. 33) xxx xxx xx xxx35

36 JUl\'lLAH PENERIMAAN PEMBIA YAAN xxx xxx xx xxx37
38 PENGELUARAN xxx U.'X xx xxx
39 PENGELUARAN PEMBIA YAAN xxx xxx xx xxx40 Investasi xxx xxx xx xxx
41 Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman xxx xxx xx xxx
42 Jumlah Penerimaan Pembiayaan (40 s.d. 41) xxx xxx xx xxx43
44 JUMLAH PENGELUARAN PEMBlA YAAN xxx xxx xx xxx
45 PEMBlAYAAN NETO xxx xxx xx xxx
46 Sisa Lebib Pembiayaan Anggaran Tahun

xxx xxx xx xxxBerkenaan (SILP A)



Uraian Per-31 Desember 2xxx Per-31 Desember 2XXX

1 2 3
LASET

iA.AsetLancar
1.Kas dan Setara Kas
2.Investasi Jangka Pendek

3.Piutang usaha

4.Piutang lain-lain

5.Persediaan

6.Uangmuka
7.Pendapatan yang masih harus
Diterima

~umlah Aset Lancar.
B.lnvestasi Jangka Panjang

c.Aset Tetap

1.Tanah

2.Gedung dan bangunan
3.Peralatan dan mesin

4.Kendaraan
5.Perlengkapan dan peralatan kantor

6.Dst. ..............

Akumulasi penyusutan
Nilai buku aset tetap
Jumlah Aset Tetap

D.Aset Lain-lain.

1...............

~umlah Aset Lain-lain

~LAH ASET (A+B+C)

FORMAT NERACA

NERACAPer 31 Desember 2xxx

KABU PATENKESEHATANLINGKUNGAN DINAS

KUNlNGAN

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLMN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA

TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARARAT DI

PERATURAN BUPATI KUNINGANLAMPlRAN V. b

NOMOR

TENTANG



( )
NIP ..

Kuningan, .
Pemimpin BLUD

UPTD Puskesmas .

. .,~-+-----i·~--~
,

) S,S'fEN

f _,tl~DA
~ ..,_ ....
~ \fr ..::"2~J~

JABATANI-----~----+--·.-~-..,...----I
KASUBAG f KA'SI /\\

KETPARAF

KABID

DINAS KESEHATAN

IT.KEW AJIBAN

IA.KewajibanJangka Pendek

1.Hutang Usaha

2.Hutang Pajak

3.Biaya yang masih hams dibayar.

4.Hutang jangka panjang yang jatuh

tempo dalam satu tahun.

5.Pendapatan yang diterima dimuka

6.Hutangjangka pendek lainnya

IJumlah Kewajiban,Jangka Pendek

!B.KewajibanJangka Panjang.
1.Pinjaman BLUDkepada ......

2.................

3.Dst ................

jJumlah Kewajiban Jangka Panjang.

iJumlah Kewajiban
~II.EKUITAS
l.Ekuitas awal

2.APBD

3.Hibah

I4.Dona,si
S.Surplus Defisit tahun lalu

I6.Surplus Defisit tahun berjalan

7.Dst .....................

~um1ahEkuitas

P'UMLAHKEWAJIBANDANEKUlTAS

--



Realisasi s.d Realisasi S.d
Anggaran Realisasi Lebih/

Komponen Triwulan Triwulan
DalamDPA Trrwulan tni (kurang)

Lalu in:i

1 2 3 4 5 6
IA.PE):'IDAPATANBLUD

1.Pendapatan dari
IJasa Layanan.
2.Hibah

3.Hasil Kerjasama

f4.APBD
S.APBN

6.Lain-lain pendapatan
BLUDYang sah

jJuMLAHPENDAPATAN

B.BIAYA BLUD

B. BIAYA OPERASIONAL

LBiaya Pelayanan
a.Biaya pegawai

b.Biaya bahan

c. Biayajasa pelayanan

d.Biaya pemeliharaan

e.Biaya barang danjasa

f. Biaya depresiasi atau
amortisasi

FORMAT·

LAPORAN OPERASIONAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UPTD PUSKESMAS ..

DINAS KESEHATAN KAB. KUNINGAN

TRIWULAN TAHUN .

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNlT PELAKSANA

TEKNIS DAERAH PUSAT KESEBATAN MASYARAKAT D1

LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN

KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGANLAMPlRAN V.c

NOMOR

TENTANG



•__ ._J

~\LRe 'tA{l- \ s

~E~AC~ ·.9~.~!'-::~:;.·..... ~a.I-~_._----+----I
, p•.oi~ it:l\l

( )

NIP .

Kuningan, .
Pemimpin BLVD

UPTD Puskesmas .

g.Biaya pelayanan

lainnya

2.Biaya Umum dan

IAdministrasi

a.Biaya pegawai

b.Biaya administrasi

kantor

c.Biaya pemeliharaan

d.Biaya barang dan

oasa

e.Biaya promosi

~. Biaya depresiasi

g.Biaya umum dan

administrasi lainnya.

B;2.BlAYA NON

OPERASIONAL

a.Biaya bunga

b.Biaya administrasi bank

c.Biaya Non Operasional

.1

Lainnya
I,

C.SURPLUS(DEFISIT)
SEBELUMPOS LUAR
BIASA

1.Keuntungan luar biasa

2.Ketugian luar Biasa

SURPLUS(DEFISIT)
(C-C.I-C.2)



PARAF KOOROINASI BAG HUKUM

PEJABAT PARAF TGl. !>f

( )

NlP ·········

Kuningan, .
Pemimpin BLUD

UPfD Puskesmas .

No Uraian 20X120XO
EKUITAS AWAL xxx xxx

2 SUP LUSIDEFISIT - LO xxx xxx

3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBlJAKANIKESALAHAN xxxMENDASAR: xxx

4 KOREKSJ NILAl PERSEDlAAN xxx xxx
5 SELlSIH REVALUASI ASET TETAP xxx xxx
6 LAIN-LAIN
7 EKUITAS AKHIR xxx xxx

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH xxx
LAPORAN PERUBAHANEKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHlR SAMP AI3] DESEMBER 20Xl DAN 20XO

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANANUMUM DAERAH UNIT PELAKSANA

TEKNlS DINAS PUSATKESEHATAN MASYARAKAT Dr

LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN

KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGANLAMPIRAN V.d

NOMOR

TENTANG



WABUP

SEKDA

ASISTEN

BUPATI KUNINGAN,

ACE~

~~

, ~ f' ... .. f~' __ ------~ .... w:a-~ ~

j ~ ~ ..~ - ...._ ~
.t........;,_ ....- - _. •• ", •• ,_ • ._ .... __ • .___ _-i__JAS~~:_'~ _ PAI~Ai- .l_2.GL. KET-1
~~~~/:~SI. 1 __ Ai_~__._._t-- _
KABI(l T ,
SE!<RET:',.·:;;-- -~ -~.-.~ ----.--- i

- --~-r r~ .-~---:
KEPALA Uli-.:AS j ,
!-- __.)4. 4t00'~~+-----4-----I

( )

NIP .

Kuningan, .

Pemimpin BLUD

Kuasa Pengguna Anggaran

B. Kebijakan Akuntansi

C. Penjelasan pos-pos 1aporan keuangan

D. Penjelasan Atas Informasi-Inforrnasi Non Keuangan

A. Umum

FORMAT PENJELASAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA

TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI

LINGKUNGAN DIN AS KESEHATAN KABUPATEN

KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGANLAMPlRAN V.e

NOMOR

TENTANG


